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Dalam penelitian ini peneliti menemukan kejanggalan mengenai pembayaran 
upah, yakni pembayaran yang ditunda dan upah yang didapat masih samar-samar 
atau perkiraan pada saat masa panen. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 
bagaimana praktek pengupahan  pekerja dengan sistem bayar panen pada usaha 
tambak udang di Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung 
Selatan? Dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah tentang sistem bayar 
panen pada usaha tambak udang di Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi 
Kabupaten Lampung Selatan?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dan menganalilis praktek pengupahan pekerja dengan sistem bayar 
panen dan untuk mengetahui bagaimana tinjuan hukum ekonomi Syariah tentang 
sistem bayar panen pada usaha udang di Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi 
Kabupaten Lampung Selatan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 
Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dalam 
penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode interview, dan dokumentasi. Dan penelitian ini merupakan 
penelitian lapangan (field research). 
Hasil penelitian dari penelitian ini adalah pada awal akad upah akan diberikan 
pada saat panen. Namun, ketika panen pemilik tambak tidak membayarkan upah 
itu kepada penjaga tambak, akan tetapi pemilik tambak akan melakukan 
perhitungan modal ketika sudah satu tahun (4 kali panen). Setiap bulan penjaga 
tambak boleh melakukan bon kepada pemilik tambak, namun setiap bon itu 
tergantung kesepakatan dari pemilik tambak. Pemilik tambak tersebut 
memberikan upah kepada penjaga tambak sesuai perkiraannya. Dalam pandangan 
Hukum Ekonomi Syariah pengupahan penjaga tambak telah menyimpang dari 
sistem pengupahan pada awal akad, karena pemilik tambak telah menahan upah 
tersebut selama 4 kali panen. Pemilik tambak memberi upah kepada penjaga 
tambak sesuai dengan perkiraannya sehingga upahnya menjadi samar. Sedangkan 
ijrah (Upah) yang samar hukumnya fasid. 










In this study, the researcher found that the irregularities in the payment of 
wages, namely the payment of wages that are delayed and the wages that are 
obltained are still vague or estimates at harvest time. The problem in this research 
is how is the practice of  wage payment system for workers in the shrimp pond 
business in Bandar Agung Village, Sragi Distric, South Lampung Regency? And 
how is the review of Islamic economic law regarding the payment system for the 
harvest in the shrimp pond business in Bandar Agung Village, Sragi Districk, 
South Lampung Regency? The purpose of this research id to know and analyze 
the wage practice of workers with  a pay-harvest system and to find out how to 
review the Islamic economic law regarding the harvest payment system in shrimp 
business in Bandar Agung Village, Sragi District, South Lampung Regency. 
The method used in this research is qualitative method. Qualitative research is 
reseach on descriptive research in qualitative research. The data collection method 
used in this research is the interview method and documentation. And this 
research is a field research (field research). 
The result of this research is that at the beginning of the contract the wages will 
be given at harvest time. However, when harvesting the owner of the pond does 
not pay the wages to the pond keeper, but the owner of the pond will calculate the 
capital when it is one year (4 harvests). Every month the farm keeper is allowed to 
pay a bill to the owner of the pond, but each bill depends on the agreement of the 
farm owner. The owner of the pind pays the farm keeper according to his 
estimates. In view of the Sharia Economic Law, the wages of the pond keepers 
have deviated from the wage system at the beginning of the contract, because the 
owner of the pond have withheld the wages for 4 harvests. The owner of the pond 
pays the pond keeper according to his estimate so that the wages are vagues. 
Meanwhile, ijarah (wage), which is vague, is fasid. 
 

















                          
        
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 
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A. Penegasan Judul 
Sebagai kerangka awal untuk memahami isi Sripsi ini, secara singkat 
terlebih dahulu penulis akan menguraikan, maksud dari judul Proposal ini. 
Adapun judul Skripsi yang penulis bahas adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi 
Syariah Tentang Pengupahan Pekerja Dengan Sistem Bayar Panen (Studi 
Pada Usaha Tambak Udang Di Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi 
Kabupaten Lampung Selatan)” dalam  judul tersebut terdapat beberapa kata 
yang dipandang perlu untuk untuk diberi penegasan. 
1. Hukum Ekonomi Syariah 
Hukum Ekonomi syariah merupakan kumpulan peraturan yang 
berkaitan dengan praktik jual beli, perdagangan, upah-mengupah  dan 
perniagaan yang didasarkan pada Hukum Islam.
1
 Hukum ekonomi 
syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum ekonomi 
syariah yang membahas upah mengupah (Ijarah) dan juga yang berkaitan 
dengan masalah yang peneliti teliti. 
2. Upah  
Upah adalah pemberian sejumlah imbalan (bayaran) kepada seseorang 
dengan ketentuan telah mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu yang  
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Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan 










Pekerja adalah seseorang yang bekerja dengan menerima upah karena 
pekerja telah diperintah oleh pengusaha untuk melakukan pekerjaan.
3
 
4. Sistem bayar panen 
Sistem bayar panen adalah sistem pembayaran (upah) yang 
ditangguhkan pada saat panen.  
Berdasarkan penjelasan judul di atas dapat disimpulkan bahwa yang 
dimaksud dengan judul diatas adalah bagaimana mekanisme proses 
pengupahan yang terjadi antara pekerja dan pemilik tambak menurut hukum 
Ekonomi Islam.  
 
B. Latar Belakang Masalah 
Muamalah adalah hubungan antara sesama manusia yang bersifat elatis 
dan dapat berubah sesuai tuntutan perkembangan zaman dan tempat. 
Sebagaimana didefinisikan oleh Idris Ahmad “Muamalah berarti hubungan 
manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan keperluan 
jasmani nya dengan cara yang paling baik”.
4
 
Salah satu hal yang termasuk dalam muamalah adalah ijarah. Ijarah 
diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong 
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Budi Santoso, Hukum Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Sama, (Malang: UB Press, 
2012), 9 
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dalam kebaikan antar sesama manusia. Kenyataan ini digambarkan oleh Allah 
SWT dalam QS. Al Maidah ayat 2: 
….                      
            
 
 “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 
Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya” (QS. Al Maidah: 2) 
 
Berdasarkan ayat ini secara umum menjelaskan segenap aktivitas 
bekerjasama dihalalkan selama tidak bersifat pelanggaran terhadap ajaran 
agama, seperti adanya gharar (ketidak jelasan) dan dharar (merugikan salah 
satu pihak). Dalam bertransaksi muamalah hendaknya ada kerelaan diantara 
kedua belah pihak, kenyataan ini digambarkan oleh Allah SWT dalam QS. 
Al-Nisa Ayat 29: 
                       
                    
        
 
“Hai orang-orang yang berman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu 






Salah satu bentuk kerjasama dalam klasifikasi muamalah adalah ijarah. 
Secara etimologi, kata ijarah berasal dari kata ajru yang berqarti „iwad 
(pengganti) oleh karena itu thawah (pahala) tersebut juga dengan ajru (upah). 
Dalam syariat Islam dinamakan ijarah yaitu jenis akad untuk mengambil 
manfaat dengan kompensasi. 
Dalam arti luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran 
manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.
5
 
Dilihat dari segi objeknya ijarah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu 
ijarah yang bersifat manfaat dan bersifat pekerjaan. Ijarah yang bersifat 
pekerjaan adalah dengan memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu 
pekerjaan. Sebagaimana firman Allah QS. At-Talaq ayat 6: 
             
 
“…Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka 
berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. At-Talaq: 6) 
 
Rasulullah Saw juga menjelaskan bahwa: 
ًرا َوَعْن َأِِب َسِعْيٍد َاْْلُْدِر َرِضَي اهلُل َعْنُو َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم  َقاَل : )َمْن ِإْسَتْاَجَر َأِجي ْ
َهِقى ِمْن َطرِْيِق َأِِب حَ  ََ فَ ْلُيَسلِّْم َلُو ُأْجَرَتُو( َرَواُه َعْبَد الرََّزاِق َوِفْيِو ِإنْ َقطَاَع، َوَوَصَلُو اَْلبَ ي ْ ََ  ِني ْ
Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu „anhu bahwa Nabi 
Shallallaahu ‟alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa memperkerjakan 
seorang pekerja hendaknbya ia menentukan upahnya.” Riwayat Abdul 
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Berdasarkan dalil ini, dijelaskan bahwa harus ada penentuan upah saat 
menjadi seseorang untuk dijadikan buruh atas pekerjaan yang telah disepakati 
oleh kedua pihak. Ajaran Islam yang ada dalam Al-Qur‟an dan hadits telah 
jelas memperbolehkan akad ijarah, karena pada dasarnya setiap manusia 
saling membutuhkan akad ijarah, karena pada dasarnya setiap manusia saling 
membutuhkan dalam berbagai kegiatan. Dalam realitanya perkembangan 
praktek upah mengupah sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, baik 
perdesaan maupun perkotaan, salah satu bentuk upah mengupah yang 
menarik dibahas adalah pengupahan atas jasa penjaga tambak dengan sistem 
bayar panen yang ada di Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi Kabupaten 
Lampung Selatan.  
Penjaga tambak menjaga tambak di Desa Bandar Agung tidak terikat 
waktu, akan tetapi mereka harus bertanggungjawab atas udang yang berada di 
dalam tambak tersebut. Pemilik tambak menjelaskan akan memberikan upah 
kepada penjaga tambak pada saat setiap panen. Namun, ketika masa panen  
pemilik tambak tidak melakukan perhitungan modal dan tidak memberikan 
upah kepada penjaga tambak, pemilik tambak memberikan upah berdasarkan 
perkiraan. Akan tetapi penjaga tambak boleh berhutang kepada pemilik 
tambak maksimal Rp. 500.000 per bulan, hal ini tergantung persetujuan dari 
pemilik tambak. 
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Ketika panen  tiba, pemilik tambak juga langsung membawa hasil panen 
kegudang, dan tidak menimbang ikan ditambak. Hal ini menyebabkan 
penjaga tambak tidak mengetahui berat hasil panen yang akan dijual. Pemilik 
tambak memberikan upah kepada penjaga tambak sesuai dengan 
perkiraannya.  
Hal ini berbeda dengan mekanisme pengupahan yang dilakukan oleh 
pemilik tambak yang lain, disana ada sekelompok pemilik tambak yang jujur 
dan terbuka. Ketika menimbang hasil panen. Ada keterbukaan antara pemilik 
tambak dan penjaga tambak, yaitu mengenai besarnya modal yang 
dikeluarkan pemilik tambak, dan banyaknya udang yang berhasil dipanen. 
Dari penjelasan penulis, dapat diketahui bahwa pemilik tambak 
memberikan upah kepada penjaga tambak tanpa memberikan rincian yang 
jelasan. Maka dari itu pemilik tambak masih perkiraan atau masih samar-
samar. Hal ini membuat penulis ingin meneliti skripsi yang berjudul 
“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengupahan Pekerja Dengan 
Sistem Bayar Panen (Studi Pada Usaha Tambak Udang Di Desa Bandar 
Agung, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan)”.    
 
 
C. Identifikasi dan Batasan Masalah 
     Identifikasi masalah dalam penelitian ini memberikan batasan studi pada 
pengambilan data sehingga penelitian ini hanya fokus dalam memahami 
permasalahan yang menjadi tujuan peneliti. Maka suatu informasi dilapangan 





masalah saling berkaitan. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah 
terletak pada Prakter Pegupahan Pekerja Usaha Tambak Udang Dengan 
Sistem Bayar Panen di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan beberapa uraian pada di atas, maka dapat diambil menjadi 
rumusan masalah antara lain: 
1. Bagaimana praktek pengupahan pekerja dengan sistem bayar panen pada 
usaha tambak udang di Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi Kabupaten 
Lampung Selatan ? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Ekomomi Syariah tentang sistem bayar panen 
pada usaha tambak udang di Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi 
Kabupaten Lampung Selatan. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan proposal ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui praktek pengupahan pekerja dengan sistem bayar 
panen pada usaha tambak udang di Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi 
Kabupaten Lampung Selatan. 
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Ekomomi Syariah tentang sistem 
bayar panen pada usaha tambak udang di Desa Bandar Agung 







F. Manfaat Penelitian 
1. Secara teoritis signifikansi dari hasil penelitian ini adalah untuk 
mengembangkan manfaat keilmuan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi 
Syariah Tentang Pengupahan Pekerja Dengan Sistem Bayar Panen 
sebagai upaya untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, 
serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat 
memberikan pemahaman kepada masyrakat. 
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas 
akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN Raden Intan Lampung. 
 
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 
     Sebelum melakukan penelitian, penulis telah membaca beberapa 
penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Judul “Tinjauan 
Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengupahan Pekerja Dengan Sistem Bayar 
Panen” adalah sebagai berikut: 
1. Siti Maesaroh (2019) dari UIN Raden Intan Lampung yang berjudul 
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul” 
Studi di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. 
kesimpulannya bahwa dalam praktik upah kerja buruh cangkul yang di 
tangguhkan belum memenuhi syarat dalam akad upah kerja, sebab upah 
yang menjadi objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi yang 





gharar yang dalam Islam dilarang keberadaannya karena mudharatnya 
lebih besar dirasakan oleh para buruh dari pada kemaslahatannya.
7
 
Penelitian diatas fokus terhadap praktek upah terhadap buruh cangkul 
serta upah diberikan dalam bentuk padi, sendangkan pada penelian ini  
fokus pada praktek upah penjaga tambak serta upahnya diberikan dengan 
bentuk uang. Selain perbedaan ada juga persamaan yaitu sama-sama 
upahnya ditangguhkan dan belum jelasnya jumlahnya (samar) 
2. Nurul Hidayah (2018) dari UIN Mataram yang berjudul “Tinjauan Fiqh 
Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Buruh Bangunan Yang Tidak 
Sesuai Standar Umum” Studi di Desa Pandan Indah Kecamatan Praya 
Barat Daraya Kabupaten Lombok Tengah. kesimpulannya bahwa 
pemberian upah yang dilakukan berpatokan pada kebiasaan masyarakat 
pada umumnya, faktor yang menyebabkan terjadinya praktik pemberian 
upah tidak sesuai standar umum adalah pekerja (buruh) bangunan 
merupakan keluarga dan kerabat pemilik bangunan, ketentuan upah 
berubah dan upah tidak ditentukan di awal perjanjian. Sedangkan terkait 
tentang fiqh muamalah, praktik pembayaran upah buruh bangunan di 
Desa Pandan Indah hukumnya tidak boleh karena salah satu rukun dan 
syarat ijarah tidak direalisasikan atau tidak terpenuhi yaitu ijarah (upah).
8
 
     Penelitian diatas fokus terhadap praktek upah terhadap pembayaran upah 
buruh bangunan yang tidak sesuai dengan standar umum dan kadang berubah, 
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sendangkan pada penelian ini  fokus pada praktek upah penjaga tambak yang 
dibayar panen serta upahnya masih ditangguhkan dan belum jelas berapa 
upah yang didapatkan 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan seperangkat  pengetahuan tentang langkah-
langkah sistematis dan logis dan mencari data yang mengenai dengan 
masalah tertentu untuk diolah, dianalisis dan diambil kesimpulan dan 
selanjutnya dicari pemecahannya.
9
 Metode yang digunakan dalam proposal 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian dan sifat Penelitian 
a. Jenis penelitian 
Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan 
(field research) yaitu pengumpulan data yang dilakukan di lapangan 
secara sistematis tentang berbagai macam data yang berhubungan 
dengan masalah yang ada di lapangan, dan dalam hal ini, data yang 
bersumber dari pemilik tambah dan penjaga tambak yang ada di desa 
Bandar Agung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan.  
b. Sifat penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni suatu penelitian 
yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, 
menjelaskan, atau mengambarkan suatu keadaan, gejala, atau 
kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang 
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amat besar jumlahnya  menjadi informasi yang masih sederhana agar 
lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang menjadi dilapangan.
10
 
Dalam kaitan penelitian, ingin mengambarkan dan melakukan analisis 
dengan apa adanya tentang “Tinjuan Hukum Ekonomi Islam Tentang 
Pengupahan Pekerja dengan Sistem Bayar Panen (Studi pada Usaha 
Tambak Udang Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi Kabupaten 
Lampung Selatan). 
2. Sumber Data 
Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden 
maupun yang berasal dari dokumen-dokumen berguna untuk keperluan 
penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian biasanya terdapat dan jenis 
data yang dianalisis, yaitu data primer dan data sekunder. 
a. Data primer 
Data primer adalah yang memberikan data langsung dari tangan 
pertama. Artinya sumber data tersebut dijadikan acuan utama karena 
mengandung data-data penting. Data primer ialah data utama yang 
langsung diperoleh dari sumber utama yaitu mereka menjadi objek 
pnelitian ini yaitu pemilik tambak dan penjaga tambak di Desa Bandar 
Agung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan. 
b. Data sekunder 
Data sekunder adalah sumber informasi yang menjadi bahan 
menunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis. Sumber 
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data sekunderdalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat 
memberikan data pendukung seperti buku, dokumentasi maupun arsip 
serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian tersebut. 
 
3. Populasi dan sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
pemilik tambak dan perkerja tambak di Desa Bandar Agung 
Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 104 orang. 
b. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut.
11
 Pada penelitian dilapangan  ini ditemukan 
populasi yang berjumlah 102 orang yang melakukan akad upah 
penjaga tambak dengan sistem panen. Sampel adalah sebagian atau 
wakil dari populasi yang diteliti. Seperti yang dikemukakan oleh 
Arikunto apabila subjek kurang dari 100 lebih maka lebih baik 
diambil semua sehingga penelitianya adalah penelitian populasi. 
Selanjutnya, jika jumlah subjeknya lebih  dari 100 dapat diambil 
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antara 10-15% atau 20-50% atau lebih.
12
 Karena populasi dalam 
penelitian ini lebih dari 100, maka dapat diambil 10-15%  populasi 
dapat dijadikan sampel.  Adapun Teknik pengambilan sampel pada 
penelitian ini adalahc Simple Random Sampling yaitu teknik yang 
paling sederhana (sample). Sampel diambil secara acak, tanpa 
memperhatikan tingkat yang ada dalam populasi.
13
 Berdasarkan 
penjelan diatas, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 12% 
x102= 12 orang diantaranya yaitu: 
1) Pemilik Tambak 4 orang yaitu Sulaiman, Dullah, Nanto, Sutek. 
2) Penjaga Tambak 4 orang yaitu Aris Budiman, Sugeng Panji, 
Waji, Agung. 
3) Masyarakat Desa 2 orang yaitu Kusnon, Yudi. 
4) Toko agama 1 orang yaitu Samsul Anwar. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan proposal 
ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, 
diantaranya yaitu: 
a. Metode wawanca 
Wawancara adalah merupakan suatu dialog yang dilakukan oleh 
pewawancara untuk memperoleh  informasi dari terwawancara.
14
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Interview digunakan penulis sebagai alat bantu dalam menggali dan 
mendapatkan data mengenai konteks dari pembahasan yang diteliti.
15
 
b. Metode dokumentasi 
Dokumentasi adalah mencapai data mengetahui hal-hal atau 
variabel berdasarkan catatan, transkip, buku, surat kabar, masalah, 
poto, fokus rapat dan agenda. 
5. Metode Pengelolahan Data 
Pengelolahan data adalah suatu prose dalam memperoleh suatu data 
atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus 
tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul 
baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah 
pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
a. Pemeriksaan data (Editing) 
Editing adalah pemeriksaan dan meneliti kembali data yang telah 
terkumpulkan karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau 
terkumpul itu tidak logis dan meragukan
16
. Dalam proses editing ini 
dilakukan untuk mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup 
lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji. 
b. Sistematisasi data (Systematizing) 
Sistematisasi data adalah menempatkan data menurut kerangka 
sistematika bahasa urutan masalah. Dalam hal penulis 
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mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan 
diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah. 
6. Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai 
dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang 
pengupahan pekerja dengan sistem bayar panen (Studi pada usaha tambak 
udang Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung 
Selatan). 
Metode berfikirdalam penulisan ini adalah metode deduktif. Metode 
deduktif yaitu suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang 
umumnya itu kita menilai suatu kajian dari pengetahhuan yang umumnya 
itu kita menilai suatu kajian yang khusus. 
Kajian dengana skripsi ini adalah metode deduktif digunakan pada 
saat penulis mengumpulkan data-data, kemudian pada saat penulis 
mengumpulkan data-data, kemudia di ambil suatu kesimpulan secara 
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A.  Akad (Perjanjian) Pada Umum 
1. Pengertian akad 
Akad, berasal dari bahasa arab „aqada-ya‟qidu-„aqdan, yang memiliki 
tiga persamaan, yaitu menjadikan ikatan (ja‟ala „uqdatan), memperkuat 
(„aqada), dan menetapkan (lazim) dapat diartikan sebagai perjanjian atau 
persetujuan, yakni suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap serorang atau lebih. Sedangkan  Menurut 
Wahbah Zuhaili, akad secara bahasa berasal dari “al-„aqdu” yang berarti 
ikatan (alrabth) antara dua ujung baik secara nyata maupun maknawi.
18
 
Menurut pandangan ulama Syafi‟iyah, Hanafiyah  dan Hambalilah, akad 
merupakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan 
keinginannya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, atau sesuatu yang 




     Sedangkan menurut pendapat Try Subakti mendefinisikan akad 
(perjanjian) adalah perjanjian  yang dilakukan oleh dua pihak yang 
bertujuan untuk saling mengikatkan dari satu sama lainnya, dengan 
diwujudkan dalam ijab dan kabul yang objeknya seseuai dengan syariah, 
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maksudnya perjanjian tersebut. berlandaskan keridhoan atau kerelaan 
secara timbal balik dari kedua terhadap objek yang diperjanjikan dan tidak 




2. Dasar Hukum Akad 
Dasar hukum akad adalah sebagai berikut:  
a. Al-Qur‟an 
Dalam hukum akad terdapat beberapa ayat didalam Al-Qur‟an, 
yaitu sebagai berikut:  
                                  
          
 
“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali 
dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan 
penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan 
jawabnya.” (Q.S. Al-Isra‟: 34) 
 
Berdasarkan ayat ini secara umum menjelaskan bahwa Allah SWT 
melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara bathil dalam 
konteks memiliki arti luas yang sangat luas diantaranya: melakukan 
transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara‟nya.  
                              
                        
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“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu 
ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan 
hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. Al-Ma‟idah: 1) 
b. Hadis 
Hukum Akad juga menjelaskan pada Hadis Rasulullah SAW yitu 
sebagai berikut: 
نَ ُهْم. َوَقاَل اْبُن  ُهَماِفْ اْلُمَكا َتِب ُشُرو طُُهْم بَ ي ْ وَ َقَل َجا بِ ُر ْبُن َعْبِداهلِل, َرِضيَ  اهللُ َعن ْ
ََ  َشْر ٍط. )رواه  ُعَمَر, أْو ُعَمُر ُكلُّ َشْر ٍط َخاَلَف ِكَتا َب اهلِل فَ ْهَوبَاِطٌل َوإَن اْشتَ َر َط ِمَع
 خباري(
“Dari Jabid bin Abdullah Rhodliyallohu „anhuma dalam kitab 
Syarutuhun Bainahum “segala bentuk persyaratan yang tidak ada 





Maksud dari hadis ini adalah akad yang diadakan oleh para pihak 
harusnya didasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-
masing pihak ridho atau rela akan isi akad tersebut, atau dengan 
perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. 
Dalam hal ini berarti tidak boelh ada paksaan dari pihak yang satu 
dengan pihak yang lain, dengan sendirinya akad yang diadakan tidak 
                                                             
21
 Hasabu Taqimul Fathul Al-Barri, Shohih Bukhori, (Program Maktabah As-Samilah 




didasarkan kepada salah satu pihak yang mengadakan perjanjian dan 
apa yang diperjanjikan oleh pihak harus terang tentang apa yang 
menjadi isi akad, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah 





3. Rukun dan Syarat Akad 
a. Rukun Akad 
     Suatu akad akan terbentuk bila rukunnya terpenuhi. Adapun rukun 
akad yaitu sebagai berikut:
23
 
1) para pihak yang membuat akad („aqid) 
     Para pihak yang membuat akad atau sering disebut dengan subjek 
akad (subjek hukum). Subjek akad, dapat berbentuk orang 
perorangan dan dalam bentuk badan hukum. 
     Adapun syarat subjek akad tersebut yaitu: 
a) seseorang yang mukallaf, adalah orang yang telah memiliki 
wewenang tertentu sehingga dia dibebani kewajiban-kewajiban 
tertentu. Pembentukan mukallaf biasanya dengan ukuran sudah 
baligh. 
b) Badan hukum, yaitu suatu persekutuan (syirkah) yang membentuk 
berdasarkan hukum dan mamiliki tanggung jawab kehartaan yang 
terpisah dari pendirian. 
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2) Pernyataan kehendak para pihak (shighat „aqd) 
     Pernyataan kehendak para pihak (serah terima), adalah perkataan 
yang menunjukkan kepada kedua belah pihak  syarat shighat „aqh 
yaitu sebagai berikut:  
a) Jala‟ul ma‟na (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti 
maknanya), sehingga dapat dipahami jenis akad yang 
dikehendaki. 
b) Tawafud/tathabuq bainal ijab wal kabul (persesuaian antara ijab 
dan kabul). 
c) Jazmul iradataini (ijab dan kabul mencerminkan kehendak 
masing-masing pihak secara pasti) tidak menunjukkan adanya 
unsur keraguan dan paksaan.
24
 
d) Ittishad al-kabul bil-hijab, dimana kedua pihak dapat hadir dalam 
suatau majlis. 
3) Objek akad (mahallul „aqh) 
     Syarat objek akad yaitu: 
a) Halal menurut syara‟; 
b) Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak); 
c) Dimiliki diserahkan (benda dalam kekuasaan) ; 
d) Dengan harga jelas. 
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4) Tujuan akad (maudhu‟ al-„adh) 
     Tujuan akad sesuai dengan jenis akadnya, seperti tujuan dalam 
jual beli (buyu‟/ba‟i) ialah menyerahkan barang dari penjual kepada 
pembeli dengan bayaran, sedangkan dalam hibah ialah menyerahkan 
barang kepada penerima hibah (mauhub) tanpa ganti (iwadh) dan 
pada akad sewa (ijarah) ialah memberikan manfaat dengan ganti 
rugi. 
b. Syarat Akad 
     Setiap pembentukan aqad atau akad syarat yang ditentukan syara‟ 
yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi 
dalam berbagai macam aqad yaitu sebagai berikut:
25
 
1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak 
sah akad orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan 
(mahjur) karena boros atau lainnya. 
2) Yang dijadikan objek akad dapat menerimma hukumannya. 
3) Akat itu diizinkan oleh syara‟, dilakukan oleh orang yang 
mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan orang yang 
memiliki. 
4) Akad tidak dilarang oleh syara‟. 
5) Akad dapat memberikan faedah. 
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6) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya Ijab.  
 
 
4. Macam-macam akad 
Macam-macam akad dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang 
berbeda. Jika dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat dari akad, maka 
akat terbagi menjadi dua macam yaitu: 
a. Akad Sahih 
Akad sahih adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-
syaratnya. Hukum dari akad sahih itu sendiri yaitu berlakunya seluruh 
akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi semua 
pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah , membagi akad sahih 
menjadi dua macam yaitu:  
1) Akad Nafiz, yaitu akad yang memenuhi rukun dan syaratnya dan 
tidak ada penghalang untuk melaksanakannya; 
2) Akad Mawquf, yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap 




b. Akad yang tidak sah 
Akad yang tidak sah dapat terjadi jika terdapat kekurnagan pada 
rukun dan syarat-syarat, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak 
berlaku dan tidak mengikat bagi semua pihak-pihak yang berakad. 
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Ulama Hanafiyah  membagi akad yang tidak sah menjadi dua macam 
yaitu:  
1) Akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan 
syarat akad ataupun adanya larangan langsung dari hukum Islam 
atas akad tersebut;  
2) Akad fasah, yaitu akad yang pada dasarnya sesuai syari‟at, tetapi 
sifat yang diakadkan itu tidak jelas. 
 
5. Asas berakad menurut Islam 




a. Asas Ilahiah 
     Asas ini adalah asas kegiatan bermuamalah, tidak akan pernah lepas 
dari nilai-nilai ketuhanan (katauhidan) Asas ilaihiah, menurut ahmad 
Izzan dan Syahri Tanjung dibagi menjadi dua bagian yaitu Tauhid 
Uluhiyah dan Tauhid Rubbiyah. Tauhid uluhiyah yaitu keyakinan akan 
keesaan Allah dan kesabaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan di 
langit adalah milik-Nya, sedangkan Tauhid Rububiyah adalah 
keyakinan bahwa Allah yang menentukan rezeki untuk segenap 
makhluk-Nya dan Dia pulalah yang akan membimbing setiap insan 
yang percaya kepada-NYa ke arah keberhasilan. 
b. Asas kebebasan  (Al-Hurriyah)  
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     Asas ini merupahan prinsip dasar dalam bermualah (berakad). 
Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk 
membuat perjanjian, baik dari segi objek perjanjian maupun 
menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-
cara penyelesaian bila terjadi sengketa.  
c. Asas persamaan atau kesetaraan (Al-Musawah) 
     Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa 
seseorang memiliki kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi 
bahwa seorang memiliki kelebihan dari yang lain. Seperti yang 
tercantum dalam QS. An-Nahl : 71 “Dan bahwa Allah melebihkan 
sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki.” Hal ini 
menunjukkan, bahwa di antara sesama manusia masing-masing 
memiliki kelebihan dan kekurangan antara sesama manusia masing-
masing memiliki kelebihan dan kekurangan. 
d. Asas keadilan (Al-„Adalah) 
Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik 
moral maupun materiil, antara induvidu dan masyarakat, dan antara 
masyarakat satu satu dan lainnya yang berlandaskan pada syariat 
Islam. Dalm asa ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut 










e. Asas Kerelaan (Al-Ridho) 
    Segala transaksi yag dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau 
kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, 
paksaan, penipuan. 
f. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Shidq) 
Kejujuran adalah hal harus dilakukan oleh manusia dalam segala 
bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Perbuatan 
muamalah dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para 
pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyrakat dan 
lingkungan. Adapun perbuatan muamalah yang mendatangkan mudarat 
adalah dilarang. 
g. Asas tertulis (Al-Kitabah) 
Suatu perikatan dilakukan secara tertulias, dihadiri oleh saksi-sakdi 
dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan 
yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu 
perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu 
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benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi dan benda jaminan 




B. Akad Ijarah 
1. Pengertian Akad Ijarah 
     Akad menurut KHES yang terdapat di buku II tentag akad dalam pasal 
20 dijelaskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam sesuatu perjanjian 
antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak 
melakukan perbuatan hukum tertentu.
30
 
     Ijarah berati upah, sewa, jasa, imbalan. Sedangkan Menurut Taqi al-
Din al-Nabhani, ijarah yaitu kepemilikan harta dari seorang yang 
dikontrak tenaga kerjanya (ajir) oleh orang yang mengontrak tenaga 
kerjanya (musta‟jir), serta pemilik harta dari musta‟jir oleh ajir, dimana 




     Jadi Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas 
suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti 
dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. 
2. Landasan Hukum Ijarah 
Surat Al-Baqarah ayat 233 
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                                       
                        
 
 “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka 
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 
yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa 
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 233) 
 
Dari ayat ini menjelaskan tentang memperbolehkan suatu akad 
ijarah. Pendapat menurut pendapat Ibnu Khatsir terkait hal ini yaitu 
apabila kedua orang tua telah bersepakat untuk menyusui anaknya 
kepada orang lain sepanjang mereka mau memberikan upah yang 
patut dan layak maka menyewa jasa orang lain untuk menyusui anak 
kita diperbolehkan. Pendapat tersebut menjelaskan  bahwa jika tidak 
mampu bekerja, diperbolehkan menyewa jasa orang lain dengan 
catatan harus memberikan upah pembayaran. Upah diberikan atas 
jasa yang telah diberikan, sehingga sudah selayaknya berkewajiban 
untuk menuaikan  pembayaran yang patut dan layak pula untuk 
diterima. 
3. Rukun dan Syarat Ijarah 
       Rukun dan syarat sahnya ijarah yaitu sebagai berikut: 
a. Orang yang berakad, yaitu mukri dan mu‟tari (mukjir dan musta‟jir) 




keduanya sebab orang Islam boleh menyewakan orang kafir. Menurut 
Imam Syafi‟iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat taklif 
(pembabanan kewajiban syariat), yaitu balig dan berakad, adalah syarat 
wujud akad  ijarah karena akad memberikan hak kepemilikan dalam 
kehidupan sehingga sama dengan jual beli.
32
 
b. Sesuatu yang disewakan. Disyaratkan kekal ainnya sampai waktu yang 
ditentukan menurut perjanjian. Tidak sah menyewakan sesuatu yang 
sudah habis atau hilang sebelum masma berakhirnya perjanjian itu. 
c. Ujrah (upah). Disyaratkan untuk diketahui oleh kedua belah pihak, baik 
jenis atau sifatnya. 
d. Manfaat. Disyaratkan bahwa manfaat dapat dirasakan, ada harganya, 
dan dapat diketahui. 
e. Sighat ijab kabul, yaitu lafas yang menunjukkan ijarah, seperti “aku 
sewakan barang ini kepadamu selama satu tahun dengan sewa Rp. Rp. 
200.000,00” kata si musta‟jir. 
f. Mu‟jir dapat menyewakan manfaatnya kepada musta‟jir menurut adat 
dan syara‟. 
g. Tidak boleh ijarah itu dilakukan pada sesuatu yang sifatnya fardu ain. 
4. Syarat Sah Ijarah 
a. Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang akad Dalam hal ini tidak 
dibolehkan melakukan akad ijarah jika adanya salah satu pihak atau 
bahkan kedua belah pihak tidak didasari suka rela atau dalam keadaan 
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terpaksa, baik keterpaksaan itu timbulnya dari pihak-pihak yang 






b. Objek Akad 
    Objek akad adalah manfaat barang atau jasa yang disewakan atau 
pekerjaan harus jelas. Syarat ini adalah untuk menghindari perselisihan 
di antara para pihak yang melakukan akad ijarah.
34
  
c. Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan berdasarkan 
syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru 
bicara, karena objek sewa tidak terpenuhi oleh orang yang disewa 
jasanya. Objek sewa juga tidak dapat terpenuhi secara syar‟i, oleh 
karena itu, tidak sah sewa jasa sapu dari orang yang sedang haid atau 
menyewa orang yang mengajari sihir. Syarat ini sudah menjadi 
kesepakatan dikalangan fiqih. 
d. Manfaat barang atau jasa yaang disewakan hukumnya mubah secara 
syara‟, seperti sewa buku belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan 
sebagainya. Tidak diperbolehkan untuk melakukan maksiat atau suatu 




                                                             
33
 Ibid., 35 
34
 Ibid., 107 
35




e. Bila ijarah berupa sewa tenaga kerja atau jasa, maka pekerjaan yang 
akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut 
bukan merupahan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini, 
maka sah ijarah atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena 
shalat menjadi kewajiban setiap mukmin. Ulama kontemporer berfatwa 
bagi para pengaji Al-Qur‟an diperbolehkan mengambil upah atau uang 
jasa, Imam Malik dan Syafi‟i berpendapat bahwa sewa jasa mengajar 
Al-Qur‟an. 
f. Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat 
atas jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi 
yang menyewa. 
g. Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang 
berlaku di masyarakat. 
       Syarat yang berkaitan dengan upah atau uang dalam akad ijarah harus 
jelas, tertentu dan bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat 
menyatakan bahwa khamar dan Babi tidak dibolehkan menjadi upah dalam 
akad ijarah karena kekdua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.
36
 
5. Pembagian Ijarah 
     Pembagian ijarah biasanya dilakukan dengan memperhatikan onjek 
ijarah terseut. Ulama Syafi‟I membagi akad ijarah menjadi dua macam, 
yaitu ijarah „ain (penyewaan barang) dan ijarah dzimmah (penyewaan 
tanggung jawab) : 
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a. Ijarah „ain (penyewaan barang) adalah ijarah atas manfaat barang 
tertentu, seperti rumah dan mobil. 
b. Ijarah dzimmah (penyewaan tanggung jawab) adalah ijarah untuk 
manfaat yang berkaitan dengan dzimmah (tanggung jawab) orang yang 
menyewakan. 
 
6. Berakhirnyaa Akad Ijarah 
      Pembatalan akad ijarah dapat dilakukan secara sepihak, karena ada 
alasan yang berhubungan dengan pihak yang berakad ataupun obyek sewa 
sendiri. Akad ini berhenti, karena ada keinginan dari salah satu pihak 
untuk mengakhirinya. Atau juga karena obyek sewa yang rusak dan sudah 
tidak mampu mendatangkan manfaat bagi penyewa. 
     Apabila akad ijarah telah
37
 berakhir, pihak penyewa wajib 
mengembalikan barang sewa. Jika berupa barang berbentuk harta 
bergerak, maka wajib menyarahkan kepada pemiliknya. Jika sewanya 
berupa barang dalam bentuk harta tidak bergerak wajib dikembalikan 
dalam keadaan kosong.  
 
C. Upah (Ujrah) 
1. Pengertian upah (Ujrah) 
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Secara bahasa (etimologi) upah berarti imbalan atas penggantian. 
Sedangkan menurut istilah upah adalah pengambilan manfaat tenaga orang 
lain dengan memberi ganti atau imbalan menurut syart-syarat tertentu.
38
 
Upah dalam bahasa Arab disebut dengan al-ujrah yang artinya „iwad 




Pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 
uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa 
ataupembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengenjelaskan 
sesuatu, gaji, dan imbalan.
40
   
Menurut UU Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 (ayat) No. 13 Tahun 2003. 
Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk 
uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 
pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar untuk suatu perjanjian kerja, 
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 




Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, Upah adalah suatu 
penerimaan sebagai imbalan dari pemberian kepada penerima kerja untuk 
suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai 
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jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi manusiaan dan produksi, 
dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu 
persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu 
perjanjian kerja antara pemberian dan penerima kerja.
42
 
     Sedangkan menurut pernyataan Profesoe Benhan “ujrah adalah uang ang 
dibayarkan oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja 
atas jasanya sesuai perjanjian”.
43
 
     Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan 
sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan 
suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian.
44
            
2. Dasar hukum Upah (Ujrah) 
Adapun pendapat jumhur ulama yang membenarkan Ujrah berdasarkan 
dasar hukum yang terdapat di Al-Qur‟an, sunnah dan Ijma yaitu : 
a. Dalam Al-Qur‟an 
1) Surat az-zukruf ayat 32 
                             
                         
           
“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? 
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 
kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka 
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atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka 
dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu 
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S. az-Zukhruf ayat 
32) 
 
Berdasarkan ayat ini menjelaskan bahwa akad ijarah sah atau 
diperbolehkan oleh syariah. Karena manusia hidup untuk saling 
tolong menolong dan membutuhkan bantuan orang lain sehingga 
terjadi pertukaran manfaat atara satu dengan yang lainnya. 
 
2) Surat al- Kahfi ayat 77: 
                                
                            
“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai  
kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada 
penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu 
mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu 
dindingan rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan 
dinding itu. Musa berkata “Jikalau kamu mau, niscaya kamu 
mebgambil upah untuk itu”. (Surat Al-Kahfi: 77) 




                          
                    
 
 “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan 
Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, 
dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan 
yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa 
yang telah kamu kerjakan.” (Q.S. at-Taubah:105) 
 
Ayat ini menjelaskan mengenai pertanggungjawaban dari setiap 
pekerjaan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Allah SWT 
memberikan ancaman kepada orang-orang yang menyalahi perintah-
perintah-Nya. Ketika telah tiba waktu pada hari kiamat, semua amal 
perbuatan akan dipaparkan dihadapan-Nya, dihadapan Rasul-Nya 
dan dihadapan kaum muslim. 
b. Hadits  
Hadis yang menjelaskan tentang dasar hukum upah menurut sunnah 
yaitu : 
1) Hadis pertama tentang pemberian upah sebelum kering keringat 
pekerja, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ibnu Majah: 
 
ُهَما  -َوَعْن اِْبِن ُعَمرَ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهلِل َصَلى َاهللُ َعَلْيِو َوَسلَّم )أْعُطوا  –َرِضَي َاهللُ َعن ْ
َل َعَرقُُو( َرواِْبُن َماَجو  اْْلَِجريََأْجَرُه قَ ْبَل َأْن َيَِ
“Dari Ibnu Umr Radiliyallahu „anhu bahwa Rasululllah 









2) Hadis kedua, tentang menentukan upah sebelum memperkerjakan 
seseorang, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Abdul 
Razaq: 
َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل  - َسِعيٍد اَ ْْلُْدرِيِّ َصَلى َاهللُ َعَلْيِو َوَسلم َأنَّ اَلنَِّبَّ َوَعْن َأِب 
اْنِقطَاٌع, َوَوَصَلُو  : )َمِن ِاْسَتْأ َجَر َأِجريًاو,فَ ْلَيَسلِّْم َلُو ُأْجَرَتُو( َرَواُه َعْبُد اَلرَّزَّاِق َوِفيوَ 
َ ََ َهِقيُّ ِمْن َطِر يِق أَ ِب َحِني ََ اَْلبَ ي ْ  
“Dari Abu Said Al-Khudry Radiliyallahu „anhu bahwa Nabi 
Shallallahu „alaihi wa Salam bersabda: “Barangsiapa 
memperkerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan 





3. Rukun dan syarat Upah (Ujrah) 
a. Rukun Ujrah 
        Menurut jumhur ulama rukun ujrah ada empat, yaitu:
47
 
1) Dua orang yang berakad 
2) Sighat (ijab dan qabul) 
3) Sewa atau imbalan 
4) manfaat 
b. Syarat upah (Ujrah) 
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     Adapun syarat-syarat  upah (ujrah) sebagaimana ditulis Nasrun 
Haroen adalah sebagai berikut:  
1) Yang berkaitan dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama 
Syafi‟iyah dan Hambalih disyaratkan telah balig dan berakad. 
2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya 
melakukan akad. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa 
melakukan akad ini, maka akad tidak sah 
3) Manfaat yang menjadi objek akad harus diketahui, sehingga tidak 
muncul perselisihan dikemudian hari. Kejelasan manfaat itu dapat 
dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya. 
4) Objek akad boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan 
tidak ada cacatnya. 
5) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. 
6) Objek akad itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara‟. 
7) Objek akad itu merupakan sesuatu yang disewakan. 




4. Macam-macam upah (Ujrah) 
     Di dalam Fiqh Muamalah upah dapat di bagi menjadi dua macam yaitu: 
a. Upah yang telah disebutkan (ajrun musammah) adalah upah yang sudah 
disebutkan syartnya ketika harus disertai kerelaan satu belah pihak yang 
berakad. 
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b. Upah yang sepadan (ajrun mitsli) adalah upah yang sepadan dengan 
kerjanya, serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesional kerja) jika 




5. Waktu Pembayaran Upah 
     Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam 
bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan 
di akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. 
Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan 
komitmen melakukannya. Akad dalam perburuan adalah akad yang terjadi 
antara pekerja dan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus 
jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah 
tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara membayaran upah. 
Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah 
menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan 
kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka 




     Upah tidak menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad, menurut 
mazhab Hanafi, masyarakat mempercepat upah dan menangguhkannya sah, 
seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang 
sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam 
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akad tidak terdapat mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu 
bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhinya pada  
     Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang 
telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu 
sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini sebaiknya 
dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.
51
 Karena pada dasarnya 
orang yang memberikan jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayar 
dan tidak ditunda-tunda. Penundaan pembayaran termasuk kategori 
kelaziman yang sangat dilarang dalam Islam. Karena itu menurut 
Rasulullah, seorang seharusnya membayar gaji orang yang bekerja segera 
mungkin sebelum keringatnya kering, sebagaimana sabdanya: 
َر َأْجَرُه قَ ْبَل أَ ْن  َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر َقاَل َقاَل َرُسْوُل اهلِل َصَلى اهللُ َعَلْيِو َوَسَلم َأْعطُوااْْلَ ِجي ْ
فَّ َعَر َقَو )رواه ابن ما جو(  َيَِ
 “Dari „Abd Allah ibn Umar katanya: Rasulullah SAW bersabda, 





Berdasarkan Hadis ini menjelaskan tentang pembayaran upah atau gaji 
kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan 
selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan 
yang kesangkutan sangat membutuhkannya.  
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Dalam menjelaskan hadis diatas Syeikh Yusuf Qhardhawi dalam 
kitabnya pesan nilai dan moral dalam perekonomian Islam menjelaskan 
bahwa sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika iai 
telah menunaikan pekerjaan dengan semestinya dan sesuai dengan 
kesepakatan, karena umat Islam terikat oleh syarat-syarat antara mereka 
kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 
haram. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut 
apalagi jika menundaan tersebut sangat lama hingga lupa dan tidak 
dibayarkan.
53
 Pendundaan pembayaran termasuk kezaliman yang sangat 
dihindari oleh Nabi sebagaimana dinyatakan dalam suatu hadis: 
ْعُت أَ َنًسا َرِضَي اهللُ َعْنُو يَ ُقو ُل َكاَن النَِّبُ  َصَلى  َعْن َعْمِر ْبِن َعا ِمٍر َرِضَي اهللُ َعْنُو َقا َل َسَِ
 اهللُ َعَلْيِو َوَسَلَم ََيَْتِجُم وَلَْ َيُكْن َيْظِلُم َأَحًدا َأْجَرُه )رواه البخارى(
  
 “Dari Amr ibn Amir, katanya: aku mendengar Anas berkata, Rasulullah 





Penundaan pembayaran tersebut seperti orang yang menunda 
pembayaran utangnya yang juga termasuk kezaliman yang harus dihindari.  
Apalagi orang yang tidak mau membayar upah kepapda orang yang telah 
dimintai jasanya. Menunda membayar upah dilarang oleh rasulullah dan 
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orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah bekerja 
kepadanya sangat dimurkai oleh allah SWT.
55
 
6. Sistem pengupahan 
Upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi yaitu dimensi dunia 
dan dimensi akhirat. untuk menerapkan upah dalam dimensi dunia maka 
konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat 
diperoleh dari dimensi akhirat dari upah tersebut. Jika moral diabaikan 
maka dimensi akhiratnya tidak akan tercapai. oleh karena itu konsep moral 
diletakkan pada kotak yang paling luar, yang artinya konsep moral 
diperlukan untuk menerapkan upah didunia agar upah yang di akhiratnya 
juga tercapai. 
Dimensi dunia dicirikan oleh dua hal yaitu adil dan layak, adil 
bermakna bahwa upah yang harus diberikan jelas, transparan, dan 
proposional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi 
kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh dibawah pasaran.
56
 
Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah 
upah dan menyelesaikan kepentingan kedua belah pihak,
57
 kelas pekerja 
dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. seorang 
majikan tidak membernarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja 
dengan menghilangkan hak sepenuhnya dan bagian mereka. Upah 
ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak 
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manapun. setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama 
mereka tanpa adanya ketidak adilan terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan 
terhadap semua mahluk tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 279: 
......          
“…..kamu tidak menganiaya dan tidak (pula dianiaya…..”(Al-
Baqarah: 279) 
 
Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperintahkan untuk 
bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi 
tindakan aniaya terhadap orang lain dan tidak merugikan kepentingan diri 
sendiri. Penganiayaan terhadap pekerja ialah jika para majikan tidak 
membayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai 
jatah dari hasil kerja mereka tidak peroleh; sedangkan yang dimaksud 
dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa oleh kekuatan 
industri untuk membayar upah papra pekerja melebihi dari kemampuan 
mereka.  
Oleh sebab itu Al-Qur‟an memerintahkan kepada para majikan untuk 
membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima 
sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan 
kepentingannya sendiri. Dan jika dia tidak mampu mengikuti anjuran Al-
Qur‟an ini maka dia akan dihukum di dunia ini oleh Negara Islam dan 




menindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi 
kemampuannya. 
Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam Surat Al Jaatsiyah ayat 22: 
                            
        
“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuannya yang 
benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai apa yang dikerjakan, 
dan mereka tidak dirugikan”. (Al-Jaatsiyah: 22) 
 
     Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi 
balasan di dunia dan diakhirat. setiap manusia akan mendapat imbalan dari 
apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan, ayat 
ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan 
apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi; jika ada pengurangan 
dalam upah mereka tampa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka 
hal ini dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat yang menjelaskan 
bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan 
sumbangsihnya dalam kerjasama dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, 
juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan. 
Tentang Prinsip ini disebut lagi dalam surat Al Ahqaf ayat 19: 
 




“Dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan dan mereka tidak 
dirugikan.” (QS. Al Ahqaf: 19) 
     Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi bahkan 
menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang 
mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang 
sesuai dengan amal/kerjanya.
58
 salah satu upaya untuk melindungi hal 
pekerja, dikenal adanya kesepakatan kerja antara tenaga kerja (mua‟jjir) 
dengan orang yang memperkerjakan (musta‟jir). Berikut hal-hal yang 




a. Ketentuan kerja 
     Ujrah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk 
dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu dalam kontrak kerjanya, harus 
ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Jenis 
pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi 
Ujrah yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak). Dan waktunya 
harus ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan. selain itu 
upah kerjanya harus ditetapkan. 
b. Bentuk kerja 
Tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. di 
dalam Ujrah tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang 
harus dilakukan seorang ajir. 
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c. Waktu kerja 
Dalam transaksi Ujrah harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu 
yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya 
pekerjaan tertentu. selain itu harus ada juga perjanjian waktu bekerja 
bagi ajir. 
d. Gaji kerja 
Di masyaratkan juga honor transaksi Ujrah tersebut jelas dengan 
bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi 
Ujrah boleh tunai dan boleh juga tidak dengan syarat jelas. 
Sistem pembayaran upah adalah bagaimana cara perusahaan/pemilik 
usaha biasannya memberikan upah kepada pekerja/buruhnya. Sistem 
pembayaran upah dibagi menjadi beberapa macam yaitu: 
a. Sistem upah jangka waktu 
     Sistem upah jangka waktu adalah untuk mengganti sistem upah yang 
jangka waktunya tidak membuahkan hasil memuaskan. 
b. Sistem upah potongan 
Sistem upah ini hanya akan diberikan jika pekerjaanya dapa dilihat 
dari ukuran tertentu, misalnya ukuran dari banyaknya beratnya dan 
sebagainya. 
c. Sistem upah pemufakatan 
Sistem upah ini adadlah suatau sistem yang memberian upah dengan 
cara memberikan sejumlah upah pada kelompok tertentu, yang 




d. Sistem upah berubah 
Dalam sistem ini, jumlah upah yang akan diberikan berkaitan dengan 
jumlah penjualan hasil produksi di pasaran. Jika harga naik maka 
jumlah upahnya pun akan naik, sebaliknya jika harganya turun maka 
upah akan turun. 
e. Sistem upah indeks 
Sistem upah indeks ini didasarkan atas indeks biaya kebutuhan 
hidup. Dengan demikian sistem upah itu akan naik turun sesuai dengan 
turun naiknya biaya penghidupan, meskipun tidak mempengaruhi nilai 
upah. 
f. Sistem pembagian keuntungan 
Sistem ini disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan 
mendapat keuntungan di akhir tahun.
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     Prinsip utama dalamupah adalah keadilan yang terletak pada kejelasan 
suatu akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam 
perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan manikannya, 
artinya sebelum dipekerjakan harus jelas terlebih dahulu bagaimana upah 
yang diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata 
cara pembayaran upah, serta waktu pembayaran. 
     Berdasarkan prisnip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan 
ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan, dan Negara. Dalam 
pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan 
                                                             
60
 Zaenai Asyhadie Dan Rahmawati Kusuma, Hukum Ketenagakerjaan (Dalam Teori 




majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung 
jawab negara Islam untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan 
agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok 
para pekerja juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan 
bagiannya sesungguhnya dari hasi kerjanya itu. Agar dapat menetapkan 
terlebih dahulu tingkat upah minumumnya dengan mempertimbangkan 
perubahan dari pekerjaan golongan bawah dan dalam keadaan apapun 
tingkat upah ini tidak akan jatuh. Tingkat minimun ini sewaktu-waktu harus 
ditinjuan kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan 
tingkat harga dan biaya hidup. 
a. Tingkat upah minimum 
     Pekerja dengan hubungan dengan pemilik beradadalam posisi 
terlindungi dan terjaga dengan memberi perhatian besar untuk 
melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik, 
sudah menjadi kewajiban para pemilik untuk menentukan upah 
minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk 
makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan 
memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak. 
b. Upah Tertinggi 
Islam tidak membiarkan upah dibawah tingkat minimum yang 
ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok kerja. Islam juga 
tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang 




diketahui betapa pentingnya bagi mereka yang setidak-tidaknya dapat 
memenuhi kebutuhan pokok mereka agar tercipta keadilan dan 
memenuhi kebutuhan pokok mereka agar tercipta keadilan dan 
pemerataan. Oleh karena itu diharapkan bahwa tidak perlu terjadi 
kenaikan melampaui batas tertinggi dalam penentuan batas maksimum 
upah tersebut. 
c. Tingkat upah yang sesungguhnya 
Islam telah melindungi hak-hak para majikan dan pekerjaan. Jatuhnya 
upah dibawah tingkat tterendah seharusnya tidak terjadi untuk 
melindungi hak-hak pekerja, sebaliknya kenaikan upah yang melebihi 
batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan 
kepentingan majikan. Upah yang sesuangguhnya akan berubah dari 
kedua batasan yaitu undang-undang persediaan dan ketenagakerjaan 





7. Batalnya upah  
     Perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan 
secara sepihak, melaikan dengan pembatalan oleh kedua belah pihak. 
Karena ujrah termasuk akad mu‟awadhah (tukar-menukar), harta dengan 
harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan.
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     Para Ulama berbeda pendapat dalam menetukan upah bagi ajir, jika 
barang yang ditangannya rusak. Menurut Ulama Syafi‟iyah, jika ajir 
bekerja di tempat penyewa, maka tetap akan mendapatkan upah. 




     Sedangkan menurut Ulama Hanafiah juga hampir sama dengan pendapat 
ulama-ulama yang lain, antara lain: 
a. Jika benda berada ditangan ajir 
1) Jika ada bekas pekerjaan, maka ajir berhak mendapatkan upah dari 
hasil pekerjaannya. 
2) Jika tidak ada bekas pekerjaan, maka ajir berhak mendapatkan 
upah atas pekerjaannya sampai akhir atau selesai. 
b. Jika barang atau benda berada ditangan penyewa maka berhak 
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